REPUBLIK INDONESIA

No.987, 2020 KEMENKEU. Investasi Pemerintah dalam rangka
Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 118/PMK.06/2020
TENTANG
INVESTASI PEMERINTAH DALAM RANGKA
PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15A ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi
Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan
Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas
Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Investasi Pemerintah dalam rangka Program Pemulihan

Ekonomi Nasional;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
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3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-
Undang- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 87);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi
Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan
Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta
Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186);

5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);
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MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG INVESTASI
PEMERINTAH DALAM RANGKA PROGRAM PEMULIHAN
EKONOMI NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Program  Pemulihan Ekonomi Nasional yang
selanjutnya disebut Program PEN adalah rangkaian
kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional
yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan
negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk
mempercepat penanganan pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi
ancaman yang membahayakan perekonomian nasional
dan/atau stabilitas sistem keuangan serta
penyelamatan ekonomi nasional.

2. Investasi Pemerintah dalam rangka Program PEN yang
selanjutnya disebut Investasi Pemerintah PEN adalah
penempatan sejumlah dana dan/atau aset keuangan
dalam jangka panjang untuk investasi dalam bentuk
saham, surat utang, dan/atau investasi langsung guna
memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau
manfaat lainnya.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan
tahunan Pemerintah yang ditetapkan dengan undang-
undang.

4. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat
BUMN adalah badan wusaha yang seluruh atau
sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui
penyertaan secara langsung yang berasal dari
kekayaan negara yang dipisahkan.

5. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang
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selanjutnya  disingkat LPEI = adalah  Lembaga
Pembiayaan Ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang tentang Lembaga Pembiayaan
Ekspor Indonesia.

6. Lembaga adalah badan selain BUMN yang dibentuk
berdasarkan undang-undang untuk menjalankan
kegiatan usaha.

7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

8. Menteri Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya
disebut Menteri BUMN adalah menteri yang
membidangi urusan BUMN.

9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang
membidangi pengelolaan kekayaan negara.

10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat
KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari
pengguna anggaran untuk melaksanakan sebagian
kewenangan dan tanggung jawab penggunaan
anggaran pada kementerian negara/lembaga yang
bersangkutan.

11. Penerima Investasi adalah pelaku usaha di sektor riil
dan sektor keuangan yang meliputi usaha mikro,
usaha kecil, usaha menengah, usaha besar, dan
koperasi yang kegiatan usahanya terdampak oleh
pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

12. Pelaksana Investasi adalah BUMN atau LPEI yang
ditugaskan oleh Menteri untuk melaksanakan Investasi
Pemerintah PEN.

13. Perjanjian Pelaksanaan Investasi adalah kesepakatan
tertulis untuk melaksanakan Investasi Pemerintah PEN
antara Menteri atau pejabat yang yang diberi kuasa
dengan Direksi BUMN atau Direktur
Eksekutif/Direktur Pelaksana LPEI selaku Pelaksana
Investasi.

14. Komite Pemantauan yang selanjutnya disebut Komite

adalah organ yang dibentuk untuk melaksanakan
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fungsi pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan

Investasi Pemerintah PEN.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2
Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk mengatur tata

cara dalam pelaksanaan Investasi Pemerintah PEN.

Pasal 3
Peraturan Menteri ini bertujuan agar Investasi Pemerintah
PEN mampu  melindungi, mempertahankan, dan
meningkatkan kemampuan ekonomi BUMN atau Lembaga
dapat terselenggara dengan tata kelola yang baik dan

memberikan hasil yang optimal.

Pasal 4
(1) Investasi Pemerintah PEN sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 adalah investasi pemerintah
nonpermanen yang dilaksanakan oleh Pelaksana
Investasi.
(2) Ruang lingkup pelaksanaan Investasi Pemerintah PEN
yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi tata

kelola pelaksanaan Investasi Pemerintah PEN.

BAB III
SUMBER DANA, PENERIMA, DAN BENTUK
INVESTASI PEMERINTAH PEN

Pasal 5

Investasi Pemerintah PEN bersumber dari dana APBN.

Pasal 6
Penerima Investasi adalah:

a. BUMN; atau
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